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MOTTO 

 

Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya Bersama 

kesulitan ada kemudahan. 

(Q.S. Al Insyirah 5-6) 

 

Jika lingkungan masih belum bisa menerima kehadiranmu, ingatlah selalu ada 

Tuhan yang mendampingi setiap langkahmu. Manusia hanya melihat hasil akhir 

bukan proses yang pernah dijalani 

(Mirna Devi Atika) 

 

Ingatlah semua kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang lain, seperti kita 

menggoreskannya di atas batu. Lupakanlah semua kebaikan yang pernah kita 

perbuat kepada orang lain, seperti kita menuliskannya di atas pasir 

(Anonim) 

 

If I try my best and fail. Well I’ve tried my best 

(Steve Job) 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Alasan Pemilihan Judul 

Seiring  perkembangan perekonomian yang pesat, manusia dituntut 

untuk semakin kompeten agar dapat terus bersaing di era globalisasi. 

Perkembangan perekonomian yang pesat tak hanya terjadi di negara maju. 

Indonesia sebagai negara berkembang juga mengalami pertumbuhan 

perekonomian yang cukup pesat. Sejak berlakunya Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA), tenaga kerja yang berasal dari ASEAN diizinkan untuk 

bekerja di Indonesia dengan syarat yang tidak memberatkan. Hal ini akan 

menyebabkan lapangan pekerjaan di Indonesia kian menyempit. Jika dibiarkan 

terus menerus akan menyebabkan penumpukan pengangguran yang sejak lama 

sudah menjadi pekerjaan rumah pemerintah. 

Untuk mengatasi permasalahan penumpukan pengangguran, pemerintah 

mulai melakukan sosialisasi tentang ekonomi kreatif kepada para generasi 

muda. Tak hanya itu, pemerintah juga mengajak masyarakat Indonesia untuk 

turut berperan serta dalam meningkatkan minat berwirausaha melalui Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM). Para pelaku industri juga tak ingin 

ketinggalan untuk semakin mengembangkan usahanya agar tak tergilas oleh 

perubahan zaman. 

Salah satu hal yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk 

mengembangkan usahanya adalah dengan berupaya menambah besaran modal 

dengan cara melakukan pinjaman atau kredit melalui penyedia pinjaman dana. 

Salah satu penyedia pinjaman dana untuk modal usaha yang paling sering 

digunakan adalah Perbankan. Perbankan sendiri memiliki peranan aktif dalam 

membantu pengembangan suatu usaha. Tujuan utama dari perbankan adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada 

masyarakat berupa pinjaman. 

Pada saat kegiatan utang piutang dilakukan, maka akan timbul suatu 

perjanjian antara kreditur dan debitur yang disebut perjanjian kredit. Didalam 
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perjanjian kredit tersebut pihak debitur harus memberikan sebuah jaminan 

terhadap pihak kreditur untuk menjamin pelunasan utang debitur. Jaminan 

dalam kredit permodalan yang paling banyak digunakan adalah kredit dengan 

hak tanggungan atau hipotek, dimana jamianan yang digunakan adalah tanah, 

benda tidak bergerak yang juga merupakan asset kekayaan. 

Pada kenyataannya di dalam praktik perbankan selalu ada sebagian 

debitur yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah 

meminjaminya. Akibat dari debitur yang wanprestasi / cidera janji, akan 

muncul suatu permasalahan baru yaitu munculnya kredit macet. Kredit macet 

adalah kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu 

alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada 

pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan. Dengan adanya 

perjanjian tersebut apabila pihak debitur wanprestasi atau melanggar perjanjian 

yang telah ada, maka Bank sebagai pihak kreditur, berhak untuk melakukan 

eksekusi jaminan atau menjual objek yang dijanjikan melalui penjualan lelang. 

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016, 

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran 

harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun 

untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.  

Lelang adalah salah satu jasa atau layanan yang disediakan oleh Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Jual beli dalam 

bentuk lelang dapat dilakukan secara cepat karena pelaksanaan dilakukan pada 

hari, jam, tempat tertentu dalam satu waktu. Selain cepat, jual beli dalam 

bentuk lelang juga aman dan memiliki legalitas yang kuat dimata hukum.  

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk 

melaksanakan pengurusan piutang macet yang diserahkan oleh bank-bank 

milik negara, pengelolaan kekayaan milik negara, juga melakukan penilaian 

terhadap barang milik negara yaitu barang-barang yang diperoleh melalui dana 

APBN.  
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Perihal pelaksanaan lelang hak tanggungan, masyarakat luas perlu 

memiliki informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratannya. 

Masyarakat yang memiliki sebuah badan usaha yang baru berkembang, 

cenderung menghindari prosedur yang berbelit – belit dan lebih memilih untuk 

tidak ikut serta menjadi peserta lelang hak tanggungan. Padahal, penyelesaian 

kredit macet melalui lelang hak tanggungan tidak hanya diperlukan oleh badan 

usaha yang sudah berkembang, maupun instansi swasta / pemerintah. Oleh 

karena itu, penting untuk dibuat suatu prosedur yang jelas tentang pelaksanaan 

lelang hak tanggungan. 

Masyarakat luas perlu diberikan suatu informasi rinci dan jelas mengenai 

prosedur pelaksanaan lelang hak tanggungan agar, mereka mengetahui dan 

lebih mudah mendapatkan penyelesaian apabila mengalami permasalahan 

kredit macet. Oleh karena itu Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini mengambil 

judul “PROSEDUR PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET 

MELALUI LELANG HAK TANGGUNGAN PADA KANTOR 

PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) 

JEMBER”.  

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai kegiatan 

administrasi Lelang Hak Tanggungan pada KPKNL Jember; 

b. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan administrasi Lelang Hak 

Tanggungan pada KPKNL Jember. 

  

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

Untuk memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman 

praktis/kerja tentang pelaksanaan kegiatan administrasi Lelang Hak 

Tanggungan pada KPKNL Jember; 
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1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja 

Nyata 

 

1.3.1 Obyek Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

 Praktek kerja nyata ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi 344 

A Patrang Jember, Telp (0331) 428758 

 

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau 

144 jam kerja efektif, yang dimulai pada tanggal 01 Februari sampai dengan 

28 Februari sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program 

Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Adapun jam 

kerja pada KPKNL Jember yaitu sebagai berikut: 

Senin-Kamis 

a. Jam Kerja : Pukul 07.30 – 17.00 

b. Jam istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 

Jumat 

a. Jam Kerja : Pukul 07.30 – 17.00 

b. Jam Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 

Sabtu – Minggu : Libur 
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1.4. Tabel 1.1: Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 

No. Kegiatan Praktek Kerja Nyata 
Minggu ke- Jumlah 

jam 1 2 3 4 

1. Pengajuan surat izin Praktek 

Kerja Nyata pada KPKNL 

Jember 

X    5 Jam 

2. Perkenalan dengan pimpinan dan 

karyawan Kantor KPKNL 

Jember 

X    4 Jam 

3. Pengarahan dan penjelasan 

mengenai gambaran umum dari 

KPKNL Jember 

X X   6 Jam 

4.  Mencatat surat masuk X X X X 19 Jam 

5.  Mengikuti sidang pada 

pengadilan negeri Jember 

  X X 8 Jam 

6.  Menginput data satker melalui 

SIMAN 

X X   10 Jam 

 

7. Mengarsipkan surat pada 

SMART 

X X   10 Jam 

8. Menyusun dan menjilid risalah 

lelang 

 X X X 30 Jam 

                 

9. Membantu pengisian nomor 

risalah lelang 

  X X 10 Jam  

10. Membuat pengumuman lelang 

online 

  X X 10 Jam 

11. Menginput nota kuitansi lelang   X X 20 Jam 

12. Membantu menghitung bea 

lelang 

  X X 20 Jam 

      152 Jam 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Prosedur 

2.1.1 Pengertian Prosedur 

Beberapa ahli memliki pandangan masing – masing terhadap definisi 

prosedur. Berikut pengertian prosedur menurut beberapa ahli : 

a. Prosedur adalah suatu urutan – urutan seri tugas yang saling 

berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerjanya 

seragam. Nafarin (2009:9) 

b. Prosedur ialah urutan kegiatan klerikal biasanya  melibatkan beberapa 

orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-

ulang. Mulyadi (2013:5) 

c. Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara 

berulang-ulang dengan cara yang sama. Susanto (2008:264) 

d. Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian 

tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa 

bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau 

transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam 

Ardiyose (2008:734)  

Berdasarkan definisi tentang prosedur menurut para ahli maka prosedur 

dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian aktivitas yang melibatkan 

beberapa orang dalam suatu Lembaga atau lebih agar terjadi suatu penanganan 

yang seragam atau segala kegiatan yang berlangsung secara berulang-ulang 

dalam Lembaga itu sendiri.  

 

2.1.2 Karakteristik Prosedur 

Menurut Susanto (2008:63) karakteristik prosedur adalah sebagai 

berikut: 

a. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi 
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b. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan  

c. Prosedur menunjukkan urutan yang logis dan sederhana 

d. Prosedur menunjukkan adanya keputusan dan tanggung jawab 

e. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan 

menggunakan biaya seminimal mungkin 

f. Prosedur mencegah terjadinya penyimpangan 

g. Membantu efisien, efektivitas dan produktivitas kerja suatu unit 

organisasi 

h. Adanya pedoman kerja yang harus diikuti oleh anggota-anggotanya 

 

2.1.3 Manfaat Prosedur 

Menurut Mulyadi (2009:32)  Suatu prosedur dapat memberikan beberapa 

manfaat antara lain:  

a. Memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan untuk masa 

yang akan datang 

b. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, 

sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya 

mengerjakan yang seperlunya saja 

c. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi 

oleh seluruh pelaksana 

d. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif 

dan efisien 

e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam 

pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segara diadakan 

perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing 

 

2.2 Kredit 

2.2.1 Pengertian Kredit 

Sutarno (2009:92) mengemukakan bahwa Kredit berasal dari Bahasa 

Romawi yaitu Credere yang artinya “percaya”. Dalam Bahasa Belanda 

istilahnya Vertrouwen, dalam Bahasa Iggris Believe atau trust or confidence 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


8 
 

 
 

artinya sama yaitu percaya.  Apabila hal tersebut dihubungkan dengan tugas 

bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya untuk 

meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur) karena debitur dapat 

dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka 

waktu yang ditentukan.   

Pengertian kredit yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan 

disebutkan sebagai berikut : kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga.  

 

2.2.2 Macam – Macam Kredit 

Siamat (2005:349) mengemukakan bahwa kredit dapat digolongkan 

berdasarkan : 

a. Segi jangka waktu 

1) Kredit jangka pendek 

Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu paling lama 

satu tahun. Dalam kredit ini juga termasuk untuk bidang tanaman 

musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. 

2) Kredit Jangka Menengah 

Kredit jangka menengah adalah kredit yang diberikan bank untuk 

jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kecuali 

kredit dipergunakan untuk tanaman musiman tersebut. 

3) Kredit jangka Panjang 

Kredit jangka Panjang adalah kredit yang mempunyai jangka waktu 

melebihi kredt jangka menengah , yaitu lebih dari tiga tahun. 

b. Segi Kegunaan 

1) Kredit investasi  
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Kredit investasi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah 

untuk kepentingan penanaman modal yang bersifat ekspansi, 

modernisasi maupun rehabilitasi perusahan. 

2) Kredit modal kerja  

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan 

kelancaran modal kerja nasabah. 

3) Kredit profesi 

Kredit profesi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah 

semata-mata untuk kepentingan profesinya. 

c. Segi pemakaian 

1) Kredit konsumtif 

Kredit konsumtif adalah dana yang diberikan oleh bank untuk 

membeli kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari. 

2) Kredit produktif 

   Kredit produktif adalah pembiayaan bank yang ditujukan untuk       

keperluan usaha nasabah agar produktivitasnya dapat meningkat. 

           

2.2.3 Prinsip Pemberian Kredit 

Pada prinsipnya bank akan memutuskan memberika kredit apabila bank 

telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya, keyakinan tersebut diperoleh 

dari analisa yang sering disebut the five of credit analysis atau prinsip 5C 

seperti yang dikemukakan oleh Siamat (2005:356) yaitu : 

a. Watak (Character) 

     Seorang analisis bank harus benar-benar mencari informasi tentang 

calon debitur. Informasi juga dapat didapat melalui bank lain karena 

dalam sistem perbankan dikenal tukar-menukar informasi bank. 

Penilaian watak juga dapat diperoleh dari data-data yang disampaikan 

dalam permohonan kredit. 
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b. Kemampuan (Capacity) 

     Bank harus benar-benar meneliti kemampuan seorang calon debitur. 

Hal ini dapat dilakukan dengan melihat latar belakang pendidkan dan 

pengalaman debitur akan kredit yang diajukan. Meneliti kemampuan 

juga dapat diallkukan dengan melihat pendapat dari calon debitur. 

c. Modal (Capital) 

     Penilaian terhadap modal dilakukan dengan menganalisis dari laporan 

keuangan yang disampaikan oleh nasabah, biasanya nasabah diminta 

oleh bank untuk menyampaikan laporan keuangan minimal dua tahun 

terakhir. Laporan tersebut akan diperbandingkan untuk mengetahui 

kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan dan permodalan 

perusahaan. Semakin besar jumlah modal yang dimiliki maka 

menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk 

memenuhi kewajiban membayar hutangnya. 

d. Jaminan (Collateral) 

    Jaminan berarti harta kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna 

menjamin kepastian pelunasan hutang jika dikemudian hari debitur 

tidak melunasi hutangnya dengan jalan menjual jaminan dan 

mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi 

jaminan itu. Fungsi jaminan guna memberikan hak dan kekuasaan 

kepada Bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang 

jaminan tersebut bilamana debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada 

waktu yang ditentukan dalam perjanjian. 

e. Kondisi Ekonomi (Condition of Economy) 

     Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu 

tertentu dimana kredit itu diberikan oleh Bank kepada pemohon. 

Kondisi ekonomi yang buruk sudah pasti mempengaruhi usaha 

pemohon kredit dan pendapatan perorangan yang akibatnya berdampak 

pada kemampuan pemohon kredit untuk melunasi hutangnya. 
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2.3 Kredit Macet 

2.3.1 Pengertian Kredit Macet 

Kredit macet adalah kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh 

debitur karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus 

menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi 

barang jaminan. (Supramono, 2009:269). 

Kredit bermasalah atau problem loan dapat diartikan sebaga pinjaman 

yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan 

atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur. Kredit 

bermasalah sering juga disebut non performing loan yang dapat diukur dari 

kolektibilitasnya.  

 

2.3.2 Faktor – Faktor Penyebab Kredit Bermasalah 

Menurut Siamat (2005:360) dari sisi perspektif bank, terjadinya kredit 

bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan sebagai 

berikut : 

a. Faktor Internal 

1) Kebijakan perkreditan yang ekspansif 

Bank yang memiliki kelebihan dana (excess liquidity) sering 

menetapkan kebijakan perkreditan yang terlalu ekspansif yang melebihi 

pertumbuhan kredit secara wajar, yaitu dengan menetapkan sejumlah 

target kredit yang harus dicapai untuk kurun waktu tertentu.  

2) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan 

Hal yang sering terjadi, bank tidak mewajibkan calon debitur membuat 

studi kelayakan dan menyampaikan data keuangan yang lengkap. Di 

samping itu, salah satu penyebab timbulnya kredit bermasalah adalah 

dari sisi intern bank dimana terdapat pihak yang sangat dominan dalam 

pemutusan kredit. 

3) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit 

Untuk mengukur kelemahan sistem administrasi dan pengawasan kredit 

yang seharusnya diminta dari debitur tapi tidak dilakukan oleh bank, 
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berkas perkreditan tidak lengkap dan tidak teratur, pemantauan 

terhadap usaha debitur tidak dilakukan secara rutin, termasuk 

peninjauan langsung pada lokasi usaha debitur secara periodik. 

4) Lemahnya sistem informasi kredit 

Sistem informasi kredit yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya 

akan memperlemah keakuratan pelaporan bank yang akan 

menyebabkan sulit melakukan deteksi dini. Hal tersebut akan 

menyebabkan terlambatnya pengambilan langkah-langkah untku 

mencegah kredit bermasalah. 

b. Faktor Eksternal 

1) Penurunan kegiatan eknomi dan tingginya tingkat bunga kredit 

Penurunan kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh adanya kebijakan 

penyejukan ekonomi atau akibat kebijakan pengetatan uang yang 

dilakukan oleh Bank Indonesia yang menyebabkan tingkat bunga naik 

dan pada gilirannya debitur tidak mampu membayar cicilan pokok dan 

bunga kredit. 

2) Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur 

Persaingan bank yang sangat ketat dalam penyaluran kredit dapat 

dimanfaatkan debitur yang kurang memiliki iktikad baik untuk 

memperoleh kredit melebihi jumlah yang diperlukan untuk usaha yang 

tidak jelas, atau untuk kegiatan spekulatif. 

3) Kegagalan usaha debitur 

Kegagalan usaha debitur terjadi karena sifat usaha debitur yang sensitif 

terhadap pengaruh eksternal (external factors), misalnya kegagalan 

dalam pemasaran produk karena perubahan harga di pasar, adanya 

perubahan pola konsumen, dan pengaruh perekonomian nasional. 

4) Debitur mengalami musibah 

Musibah dapat saja terjadi pada debitur, misalnya meninggal dunia, 

lokasi usahanya mengalami kebakaran atau kerusakan sementara usaha 

debitur tidak dilindungi dengan asuransi. 
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2.3.3 Penyelamatan Kredit  

Penyelamatan kredit menurut Siamat (2005:362) merupakan usaha yang 

dilakukan bank terhadap kredit yang digolongkan sebaga kredit bermasalah. 

Penyelamatan kredit dimaksudkan sebagai upaya terakhir untuk 

menyelesaikan kredit yang tergolong kredit bermasalah atau non performing 

loan setelah semua upaya pembinaan kredit dilakukan. 

Kredit yang telah diklasifikasi sebagai kredit bermasalah, sebelum 

dilakukan penyelamatan dapat ditempuh beberapa usaha berikut : 

a. Peringatan tertulis untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang 

tertunggak disamping usaha lain untuk melakukan penagihan. 

Peringatan dilakukan sampai tiga kali. Apabila debitur belum juga 

mentelesaikan kewajibannya, maka bank dapar mencabut fasilitas 

kredit sehingga yang bersangkutan dapat dikenakan overdue. 

b. Apabila setelah dilakukan peringatan tiga kali namun belum ada reaksi 

dan usaha debitur untuk melunasi hutangnya, dapat ditempuh melalui 

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang saat ini telah 

berganti menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL). 

Beberapa cara pendekatan yang dapat dipertimbangkan dalam upaya 

penyelematan kredit bermasalah sebagai berikut : 

a. Penjadwalan Ulang (Rescheduling) 

Yaitu perubahan persyaratan kredit yang hanya menyangkut jadwal 

pembayaran dan atau jangka waktu kredit. Dalam proses rescheduling 

ini tunggakan pokok dan bunga dijumlahkan (dikapitalisasi) untuk 

kemudian dijadwalkan kembali pembayarannya dan untuk itu dibuat 

perjanjian rescheduling tersendiri. 

b. Persyaratan Ulang (Reconditioning) 

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak 

terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau 

persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut perubahan 

maksimum saldo kredit.  
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c. Penataan Ulang (Restructuring) 

Yaitu perubahan syarat – syarat kredit yang menyangkut penambahan 

dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi 

pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit 

menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat diserta dengan 

penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali. 

d. Eksekusi Barang Jaminan 

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka 

pelunasan hutang. Pelaksanaan ini dilakukan terhadap kategori kredit 

yang memang benar – benar menurut bank, usaha debitur sudah tidak 

dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang 

sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses 

penyelesaian kredit macet dapat diserahkan kepada Badan Urusan 

Piutang dan Lelang Negara yang saat ini telah berganti nama menjadi 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 

 

2.4 Pengertian Lelang 

2.4.1 Pengertian Lelang 

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016, 

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran 

harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun 

untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. 

Menurut Harahap (2005 : 115) lelang adalah penjualan barang di muka 

umum atau penjualan barang yang terbuka untuk umum. 

 

2.4.2 Fungsi Penjualan Melalui Lelang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang 

pelaksanaan lelang, lelang memiliki dua fungsi yang sifatnya privat dan lelang 

yang sifatnya publik.  

a. Fungsi privat, terletak pada hakekat lelang dilihat dari tujuan 

perdagangan. Di dunia perdagangan, lelang merupakan sarana untuk 
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mengadakan perjanjian jual beli. Berdasarkan fungsi privat ini timbul 

pelayanan lelang yang dikenal dengan lelang sukarela. 

b. Fungsi public ini tercermin dari tiga hal yaitu : 

1) Mengamankan asset yang dimiliki atau dikuasai Negara untuk 

meningkattkan efisiensi dan tertib administrasi pengelolaan asset 

Negara. 

2) Mengumpulkan penerimaan Negara dalam bentuk bea lelang dan 

3) Pelayanan penjualan barang mencerminkan wujud keadilan bagian 

dari sistem hukum acara di samping eksekusi Panitia Urusan Piutang 

Negara (PUPN), Pajak, dan Perum Pegadaian. 

 

2.4.3 Kelebihan Lelang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang 

pelaksanaan lelang, beberapa kelebihan lelang antara lain : 

a. Adil dan Transparan 

Lelang dilakukan dengan adil dan transparan, artinya setiap orang 

diperlakukan sama dan dapat disaksikan oleh siapa saja. 

b. Aman 

Aman karena barang yang akan dijual telah diteliti keabsahannya oleh 

Pejabat Lelang selaku Pejabat Umum. 

c. Kompetitif 

Kompetitif, cara lelang yang khas menciptakan kompetisi penawaran 

dengan persaingan bebas diantara peserta. 

d. Cepat dan Efisien 

Cepat dan efisien, karena penjual dan pembeli berkumpul pada saat 

lelang dan pembayaran dilakukan secara tunai. 

e. Kepastian Hukum 

Kepastian hukum, karena pada setiap pelasanaan lelang dibuat Risalah 

Lelang sebaga akta otentik yang dapat dipergunakan untuk balik 

nama. 
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2.4.4 Subyek Penjualan Lelang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 

tentang pelaksanaan lelang, terdapat beberapa subjek yang secara langsung 

terkait dengan pelaksanaan lelang tersebut yaitu :  

a. Pemohon Lelang 

Pemohon lelang adalah orang yang berbadan hukum yang 

mengajukan permohonan ke kantor lelang agar barang yang dimiliki 

dapat dilelang. Penjual dapat berstatus pemilik barang, kuasa pemilik 

barang, atau orang/badan hukum yang oleh Undang-Undang yang 

berlaku diberikan wewenang untuk menjual barang melalui 

pelelangan. 

b. Peserta Lelang 

Peserta lelang adalah perorangan atau badan usaha yang menjadi 

peserta/pembeli lelang kecuali yang nyata – nyata dilarang oleh 

peraturan yang berlaku, seperti Hakim, Jaksa, Pengacara, Pejabat 

Lelang, Juru Sita, Notaris, dan yang terkait dalam pelaksanaan lelang 

(Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

No.40/PMK.07/2006). 

c. Pembeli Lelang 

Pembeli lelang adalah orang atau badan yang menunjukkan 

penawaran tertinggi yang mencapai atau melampaui nilai limit yang 

disahkan sebaga pemenang lelang. Pembeli lelang wajib membayar 

harga lelang, bea lelang, dan uang miskin serta pemungutan lainnya, 

apabila pembeli tidak memenuhi kewajibannya maka pembeli tidak 

diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam 

waktu 6 (enam) bulan, hal tersebut tercantum dalam pasal 50 Ayat (5) 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

d.    Pejabat Lelang 

Pejabat lelang adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh 

Menteri Keuangan. Kewenangan yang diberikan kepadanya untuk 
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melaksanakan penjualan barang secara lelang berdasarkan peraturan 

perundang – undangan. 

 

2.4.5 Macam – Macam Lelang 

Berdasarkan PMK Nomor 27/PMK.06/2016 lelang dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi. 

a. Lelang Eksekusi 

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan 

putusan/peneteapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan 

hukum, yang termasuk dalam lelang eksekusi antara lain: lelang 

sitaan PUPN, lelang eksekusi Pengadilan Negeri, lelang eksekusi 

pajak, lelang harta pailit, lelang pasal 6 UUHT, lelang DJBC, lelang 

sitaan, lelang rampasan, lelang barang temuan dan lelang fidusia. 

1) Lelang Sitaan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) 

Lelang yang dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan Panitia 

Urusan Piutang Negara (PUPN) yang merupakan jaminan hutang di 

bank-bank Pemerintah; 

2) Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri 

Lelang untuk melaksanakan putusan hakim Pengadilan Negeri 

dalam perkara perdata, termasuk lelang Undang-Undang Hak 

Tanggungan; 

3) Lelang Eksekusi Pajak 

Lelang yang dilakukan terhadap barang-barang wajib pajak yang 

telah disita untuk membayar hutang pajak kepada Negara; 

4) Lelang Harta Pailit 

Lelang barang-barang atau harta kekayaan seseorang yang telah 

dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri; 
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5) Lelang berdasar Pasal 6 UUHT (Undang-Undang Hak Tanggungan) 

Lelang barang-barang atau harta kekayaan debitur yang telah 

diserahkan kepada kreditur yang diikat dengan hak tanggungan 

karena debitur dipandang cidera janji (wanprestasi); 

6) Lelang Barang-Baranag yang Tidak Dikuasai/Dikuasai Negara 

(Direktorat Jenderal Bea Cukai/DJBC) 

Lelang barang-barang yang oleh pemiliknya atau kuasanya tidak 

diselesaikan administrasi pabeannya; 

7) Lelang Barang Sitaan Berdasarkan Pasal 45 KUHAP 

Lelang barang yang disita sebagai barang bukti dalam perkara 

pidana; 

8) Lelang Rampasan 

Lelang barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk Negara 

berdasarkan putusan Pengadilan NEgeri, misalnya alat yang dipakai 

untuk melakukan kejahatan, barang selundupan dan barang yang 

berhubungan dengan tindak kriminal; 

9) Lelang Barang Temuan 

Lelang barang-barang hasil temuan yang diduga berasal dari 

tindakan pidana, dan setelah diumumkan dalam waktu yang 

ditentukan tidak ada pemiliknya; 

10) Lelang Fidusia 

Lelang barang yang telah diikat dengan fidusia karena debitur 

dipandang cidera janji (wanprestasi). Lelang Eksekusi Benda sitaan 

Berdasar Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31. 

b. Lelang Non Eksekusi 

Lelang noneksekusi dibagi menjadi dua yaitu lelang noneksekusi 

wajib dan lelang noneksekusi sukarela. Lelang noneksekusi wajib 

adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh 

peraturan perundang-undangn diharuskan dijual secara lelang. 

Sedangkan lelang noneksekusi sukarela adalah lelang atas barang 

milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang di lelang 
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secara sukarela. Berikut beberapa macam lelang noneksekusi antara 

lain: 

1) Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah 

2) Lelang Noneksekusi Wajib Barang Dimiliki Negara Direktorat 

Jenderal Bea Cukai (Bukan penghapusan inventaris). 

3) Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik BUMN, BUMD, 

Nonpersero, dan 

4) Lelang Noneksekusi Wajib Kayu dan Hasil Hutan Lainnya Dari 

Tangan Pertama. 

 

2.4.6 Dokumen Persyaratan Lelang Hak Tanggungan 

a. Dokumen Persyaratan Lelang yang bersifat umum 

1) Salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual, kecuali 

Pemohon Lelang adalah perorangan, atau Perjanjian/Surat Kuasa 

penunjukan Balai Lelang sebaga pihak Penjual 

2) Daftar barang yang akan dilelang 

3) Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan atau 

penyetoran hasil bersih lelang (misalnya berupa nomor rekening 

Pemohon Lelang) 

4) Syarat Lelang tambahan dari Penjual/Pemilik Barang (apabila ada), 

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan, antara lain: 

a) Jangka waktu bagi perserta lelang untuk melihat, meneliti secara 

fisik barang yang akan dilelang 

b) Jangka waktu pengambilan barang oleh pembeli 

c) Jadwal kesempatan calon Peserta Lelang untuk melihat barang 

apabila, objek lelang berupa barang bergerak dengan nilai limit di 

atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

b. Dokumen Persyaratan Lelang yang bersifat khusus 

1) Salinan/fotokopi Perjanjian Kredit 
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2) Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta pemberiaan 

Hak Tanggungan 

3) Fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak 

Tanggungan 

4) Salinan/Fotokopi Perincian Hutang/Jumlah Kewajiban debitur 

yang harus dipenuhi. 

5) Salinan/fotokopi bukti bahwa : 

a. Debitor wanprestasi 

b. Debitor telah pailit 

c. Debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku 

Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks. BPPN 

6) Surat Pernyataan dari Keditor selaku Pemohon Lelang yang isinya 

akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau 

tuntutan pidana. 

7) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang 

kepada debitor oleh Kreditor, yang serahkan ke KPKNL sebelum 

lelang dilaksanakan, kecuali debitor Hak Tanggungan adalah Bank 

Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan 

Usaha, atau Eks. BPPN 

8) Surat pernyataan dari Kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya 

menyatakan bahwa nilai limit ditetapkan berdasarkan hasil 

penilaian oleh penilai dengan menyebutkan nama Penilai, nomor, 

dan tanggal laporan penilaian, dalam hal kreditur akan menjadi 

Peserta Lelang atau dalam hal nilai limit paling sedikit Rp. 

300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) 

 

2.5 Eksekusi 

2.5.1 Pengertian Eksekusi  

Menurut Harahap (2005:1) eksekusi adalah suatu tindakan hukum yang 

dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara 

merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh 
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karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari 

keseluruhan proses hukum acara perdata. 

 

2.6 Hak Tanggungan 

2.6.1 Pengertian Hak Tanggungan 

Sutarno (2009:153) mengemukakan bahwa Undang-Undang hak 

tanggungan pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian mengenai hak tanggungan. 

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang 

peraturan dasar pokok-pokok agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda 

lain yang merupakan satu-kesauan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditur 

tertentu terhadap Kreditur lain. 

Dari pengertian tersebut maka dapat diuraikan elemen atau unsur-unsur 

pokok Hak Tanggungan yaitu : 

a. Hak tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan hutang. 

b. Utang yang dijamin jumlahnya tertentu. 

c. Obyek Hak Tanggungan adalah hak-hak atas tanah sesuai undang-

undang pokok agraria yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak 

Guna Usaha dan Hak Pakai. 

d. Hak Tanggungan dapat dibebankan terhadap tanah berikut benda yang 

berkaitan dengan tanah atau hanya tanahnya saja. 

e. Hak Tanggungan memberikan hak prefen atau hak diutamkaan 

kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. 

 

2.6.2 Objek Hak Tanggungan 

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan bahwa hak atas tanah 

yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah: 

a. Hak guna usaha 

b. Hak guna bangunan 
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c. Hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku 

wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan 

 

2.6.3 Proses Pembebanan Hak Tanggungan 

Proses pembebanan hak tanggungan dilakukan dengan melalui 2 (dua) 

tahapan kegiatan, yaitu: 

a. Tahap Pemberian Hak Tanggungan 

Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan 

hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang 

dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan. Pemberian Hak 

Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

b. Tahap Pendaftaran 

Hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan 

oleh Kantor Pertanahan dengan membuat buku tanah Hak 

Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang 

menjadi objek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada 

sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. 

 

2.6.4 Hapusnya Hak Tanggungan 

Saliman (2010:31) mengemukakan bahwa Hak-hak Tanggungan bisa 

hapus dengan alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 Ayat (1) 

Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu: 

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. 

b. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan. 

c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat 

oleh Ketua Pengadilan Negeri. 

d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. 
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2.6.5 Eksekusi Hak Tanggungan 

 Saliman (2010:32) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan   

eksekusi hak tanggungan adalah apabila debitor cidera janji maka objek hak 

tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemegang hak 

tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk 

pelunasan utangnya, dengan hak mendahului (hak prefen) dari kreditur-kreditur 

lainnya. 

Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui 

pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang 

paling tinggi untuk objek Hak Tanggungan. Kreditur berhak mengambil 

pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan objek Hak Tanggungan. 

Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang 

setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak 

Tanggungan. 
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III. GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 

yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah X DJKN Surabaya dan 

mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten 

Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten 

Banyuwangi.  

Berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan 

Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tanggal 6 April 1958 dibentuk Panitia 

Penyelesaian Piutang Negara (P3N) dengan tugas melakukan penyelesaian 

piutang Negara dengan cara Parate Eksekusi (melaksanakan sendiri putusan-

putusannya seperti surat paksa, sita, lelang, dan keputusan hukum lainnya tanpa 

harus meminta bantuan lembaga peradilan). 

Berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, negara Indonesia 

kembali ke keadaan tertib sipil yang dimulai pada tanggal 16 Desember 1960 

dan dasar hukum yang memayungi Keputusan Penguasa Perang Pusat (yaitu 

Undang-Undang Dasar sementara 1950) menjadi tidak berlaku lagi. Namun 

demikian tugas dan kewenangan P3N untuk menyelesaikan piutang negara 

secara cepat dan efisien masih dipandang relevan untuk tetap dilaksanakan. 

Pada tanggal 14 Desember 1960 pemerintah menetapkan Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. 

Berdasarkan Undang-Undang tersebut pemerintah membentuk Panitia Urusan 

Piutang Negara (PUPN) sebagai pengganti P3N. Guna melestarikan dan 

mempertahankan eksistensi kewenangan P3N, maka PUPN juga diberikan 

kewenangan Parate Eksekusi dalam melaksanakan tugasnya. 
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Meningkatnya piutang negara yang kepengurusannya diserahkan kepada 

BUPN menandakan makin banyaknya piutang negara yang bermasalah 

(macet), baik berasal dari perbankan yang mempunyai agunan maupun non 

perbankan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diterbitkanlah Keputusan 

Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan 

seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur 

organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang berama Badan 

Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). 

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991, 

Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang 

negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), 

sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara 

(KLN). Untuk menyesuaikan tugas dan fungsi pada kantor operasional, maka 

KP3N dan KLN dilebur menjadi satu dengan nama Kantor Pengurusan Piutang 

dan Lelang Negara (KP2LN).  

Pada tahun 2006 terjadi penataan organisasi di lingkungan 

Depertemen Keuangan dimana fungsi Pengurusan Piutang Negara dan 

Pelayanan Lelang digabung dengan fungsi Pengelolaan Kekayaan Negara 

Direktorat Pengelolaan Barang MIlik/Kekayaan Negara (PBM/KN) DJPb, 

sehingga Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berubah 

menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).  

Dengan adanya perubahan organisasi tersebut,maka KP2LN berganti 

nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian 

sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara. 

Unit kerja Kantor Pusat DJKN terdiri dari 8 unit eselon II, yaitu 

Sekretariat, Direktorat Barang Milik Negara, Direktorat Kekayaan Negara 

Dipisahkan, Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain, 

Direktorat Penilaian, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem 
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Informasi, Direktorat Lelangm dan Direktorat Hukum dan Hubungan 

Masyarakat. Selain itu, DJKN juga mempunyai unit kerja vertical yang tersebar 

di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 17 Kantor Wilayah dan 70 KPKNL 

(termasuk di dalamnya KPKNL Jember). 

KPKNL Jember berdiri pertama kali pada tahun 1991 dengan nama 

Kantor Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Jember, dengan tugas dan fungsi 

mengurus piutang negara. Sarana dan prasana yang dimiliki KP3N masih 

terbatas sehingga kantor sarana operasional masih menyewa di Jl. Mastrip No. 

79 Jember. Tugas dari KP3N saat itu adalah melaksanakan pengurusan piutang 

macet yang diserahkan oleh bank-bank milik negara, Badan Usaha Milik 

Negara dan Daerah. Serta instansi Pemerintahan. 

Tahun 2002 nama KP3N diubah menjadi KP2LN atau Kantor 

Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dengan perubahan ini, tugas dan 

fungsinya bertambah yaitu selain memberikan pelayanan pengurusan piutang 

negara macet, juga melayani lelang. Pengguna jasa KP2LN meliputi instansi 

Pemerintah Pusat/Daerah. Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Hukum 

Swasta dan Perorangan. Tahun 2005 KP2LN Jember memperoleh dana dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membangun gedung kantor. 

Tahun 2006 kembali terjadi reorganisasi dan sekali lagi terjadi 

penambahan 2 (dua) tusi sekaligus yaitu pengelolaan kekayaan negara dan 

penilaian. Namanya pun berubah menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL). Pengguna jasa KPKNL meliputi Satuan Kerja 

Kementerian Lembaga Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik 

Negara/Daerah, Badan Hukum Swasta dan Perorangan. Bangunan berdiri di 

atas tanah seluas 2.500 𝑚2 dengan bangunan berlantai dua seluas 1.000 𝑚2. 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


27 
 

 
 

3.1.1 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember 

 

a. Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

Menjadi pengelola kekayaan negara yang professional dan akuntabel 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

 

b. Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan efisiensi pengeluaran dan 

efektifitas pengelolaan kekayaan negara. 

2) Mengamankan kekayaan Negara secara spesifik, administrasi dan 

hukum. 

3) Mewujudkan nilai kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan 

acuan dalam berbagai keperluan penilaian. 

4) Melaksanakan pengurusan piutang Negara yang efektif, efisien, 

transparan, akuntabilitas. 

5) Mewujudkan lelang efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, adil dan 

kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu 

mengakomodasikan kepentingan bersama. 

 

3.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Jember 

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap 

fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan 

suatu organisasi. Oleh karena itu, untuk menjadi suatu organisasi yang baik, 

struktur organisasi bagi instansi sangatlah mutlak diperlukan. Struktur 

organisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan 

dan tanggung jawab.  

Berikut bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL) Jember: 
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Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember    

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, 2018 

Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, 2018
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Tugas dan wewenang dari masing-masing seksi dalam struktur 

organisasi tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Jember memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : 

1) Bertanggung jawab terhadap setiap hasil keputusan Piutang dan 

Lelang Negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

(DJKN); 

2) Memberikan pengarahan kepada setiap kepala seksi agar 

menjalankan fungsinya sesuai dengan prosedur petunjuk 

pelaksanaan lelang peraturan Menteri Keungan Republik 

Indonesia. 

b. Seksi Umum 

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian keuangan tata 

usaha, rumah tangga. Seksi Umum terdiri dari: 

1) Sub seksi kepegawaian yang bertugas melakukan urusan 

kepegawaian; 

2) Sub seksi keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan; 

3) Sub seksi tata usaha dan rumah tangga yang bertugas urusan tata 

usaha, perlengkapan rumah tangga, bahan penyusunan rencana 

strategi laporan akuntabilitas. 

c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara 

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, 

pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan dibidang 

pengelolaan negara. Dalam melaksanakan seksi kekayaan negara 

menyelenggarakan fungsi: 

1) Penyusunan bahan bimbingan bisnis, inventarisasi, pengawasan 

dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara; 

2) Penyusunan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, 

pengamanan, pemanfaatan, dan status penguasaan kekayaan 

negara; 
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3) Penyusutan bahan bimbingan teknis penata usahaan, 

pertanggung jawaban, dan status penguasaan kekayaan negara; 

4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara. 

d. Seksi Penilaian 

Uraian dan tugas: 

1) Melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, 

survey pendahuluan, pengumpulan dan analisis data; 

2) Melakukan penetapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai dan 

kesimpulan nilai, serta laporan penilaian untuk kepentingan 

penilaian kekayaan Negara, sumber daya alam, real property, 

property khusus, dan usaha serta penilaian atas permintaan 

Badan Hukum Pemerintah. 

3) Melakasanakan penilaian terhadap objek-objek penilaian yang 

diamanatkan oleh undang-undang atau Peraturan Pemerintah. 

e. Seksi Piutang Negara 

Tugas melakukan penyiapan bahan penagihan piutang negara serta 

pemeriksaan kemampuan penanggungan hutang atau pinjaman hutang 

dan eksekusi barang jaminan, pertimbangan, dan pemberian 

keringanan hutang, pengusulan, pencegahan dan pelaksanaan paksa 

badan, penyiapan penimbangan penyelesaian atau pengahapusan 

piutang negara serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan 

dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak 

ditemukan milik penanggung hutang atau pinjaman hutang. Dalam 

melakukan tugas, seksi piutang negara menjalankan fungsi: 

1) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan 

pelaksanaan; 

2) Penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara; 

3) Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan atas penghapusan 

keringanan hutang, pencegahan bepergian keluar negeri, paksa 

badan atau penyelesaian piutang negara; 
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4) Pelaksanaan pemberian bimbinganteknis verifikasi pengutusan 

piutang negara; 

5) Pelaksanaan penggalian potensi piutang negara; 

6) Pelaksanaan pengurusan piutang negara; 

7) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan 

pemantauan pengamanan, pemberdayaan, dan pemasaran 

barang jaminan. 

f. Bidang Piutang Negara terdiri dari: 

1) Sub Bagian Piutang Negara 1 

Sub bagian piutang negara 1 mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan 

pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan 

atas usul pengahpusan keringanan hutang, pencegahan 

berpergian ke luar negeri, paksa badan atau penyelesaian 

piutang negara, bimbingan teknis atau verifikasi pengurusan, 

penggalian potensi dan pengurusan piutang negara lingkup I, 

yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan keputusan 

Direktur Jenderal. 

2) Sub Bagian Piutang Negara II 

Sub bagian piutang negara II mempunyai tugas melakukan  

penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan 

pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan 

usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan bepergian ke 

luar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara 

lingkup II, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Direktorat Jenderal. 

3) Sub Bagian Pengelolaan Barang Jaminan 

Sub bagian pengelolaan barang jaminan mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan 

pelaksanaan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan 

yang tidak ditemukan pemilik penanggung hutang atau 
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pinjaman hutang serta pengelolaan dan pemantauan 

pelaksanaan pengamanan, pemberdayaan dan pemasaran 

barang jaminan. 

g. Seksi Pelayanan Lelang 

Seksi lelang mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, 

penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, verifikasi, dan 

pengembangan lelang dan bimbingan terhadap usaha jasa lelang, serta 

pengawasan lelang. 

Dalam melaksanakan tugas, seksi lelang menyelenggarakan: 

1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, 

pemantauan, evaluasi, verifikasi risalah lelang dan 

pembangunan; 

2) Penyiapan lelang bahan pengawasan lelang; 

3) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan; 

4) Penyiapan hasil lelang, bahan bimbingan dan pelaksanaan 

pengawasan lelang, dan profesi penjabatan lelang. 

h. Bagian lelang terdiri dari: 

1) Sub Bagian Bimbingan Lelang I 

Sub bagian bimbingan lelang I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, 

pemantauan, dan evaluasi. Verifikasi risalah lelang 

pengembang lelang, pengawasan lelang, pemeriksaan kinerja 

lelang, dan pembukuan hasil lelang I, yang pembagian beban 

kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur 

Jenderal. 

2) Sub Bagian Bimbingan Lelang II 

Sub bagian lelang II mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan teknis, pengalihan potensi, pemantauan, 

evaluasi, vertifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, 

pengawasan lelang. Pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan 
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hasil lelang lingkup II, yang pembagian beban kerjanya diatur 

lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal. 

3) Sub Bagian Jasa Usaha Jasa Lelang 

Sub bagian jasa usaha lelang dan pejabat lelang mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan 

pengawasan usaha jasa lelang dan profesi pejabat lelang. 

i. Seksi Hukum dan Informasi 

Dalam melaksanakan tugas, hukum dan informasi menyelenggarakan 

fungsi: 

1) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan 

bantuan hukum penelaah hukum, serta penanganan perkara 

dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara 

dan lelang; 

2) Penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi 

pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara 

dan lelang; 

3) Pelaksanaan vertifikasi pengurusan piutang negara dan lelang; 

4) Pelaksanaan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usaha 

berkas pengurusan piutang negara; 

5) Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang 

kekayaan negara penilaian, piutang negara, dan lelang; 

6) Pelaksanaan pengolahan jaringan komunikasi data. 

j. Bidang Hukum dan Informasi terdiri dari: 

1) Sub Bagian Bantuan Hukum; 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan 

dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, penelaahan hukum, 

serta penanganan perkara di bidang kekayaan negara, penilaian, 

pengurusan piutang negara dan lelang. 

2) Sub Bagian Seksi Vertifikasi 

Sub bagian vertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
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dibidang kekayaan negara, penilaian piutang negara, dan lelang. 

Selain itu juga bagian ini melakukan penyiapan bahan 

bimbingan teknis registrasi dan penata usahaan berkas 

pengurusan piutang negara dan vertifikasi pengurusan piutang 

negara, dan lelang. 

3) Sub Bagian Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi 

Sub bagian pengolahan data dan layananan informasi 

mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan penyajian 

informasi dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara 

dan lelang serta pengolahan jaringan komunikasi data. 

k. Seksi Kepatuhan Internal 

1) Melakukan pemantauan pengendalian intern 

2) Menyusun Pengelolaan kinerja 

3) Melaksanakan pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik 

dan disiplin 

4) Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumsuan 

rekomendasi perbaikan proses bisnis 

 

3.3 Kegiatan Pokok Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Jember 

 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember 

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, 

penilaian, piutang negara dan lelang. Sejalan dengan program reformasi 

birokrasi Departemen Keuangan, pelaksanaan tugas tersebut dituntut adanya 

pengelolaan yang professional, transparan, dan akuntable guna 

terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). 

Salah satunya adalah pelaksanaan inventarisasi dan penilaian yang telah 

ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN. 

Para Kepala Seksi dan Kepala Bagian Pada Kantor Wilayah, Kepala 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menyampaikan laporan 
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kepada Kepala Kantor Wilayah sedangkan Kepala Bagian Umum menampung 

laporan tersebut serta menyusun laporan berkala kantor wilayah.  

 

3.4 Kegiatan Seksi Pelayanan Lelang 

 Bagian yang dipilih dan difokuskan dalam Praktek Kerja Nyata ini oleh 

penulis yaitu bagian seksi pelayanan lelang. Tugas dari seksi pelayanan adalah 

melaksanakan lelang. Seksi pelayanan lelang dalam melaksanakan tugasnya 

melakukan beberapa kegiatan diantaranya meneliti dokumen-dokumen 

persyaratan permohonan lelang dari pihak pemohon, menetapkan jadwal 

pelaksanaan lelang dan mengusulkan kepada kepala KPKNL mengenai proses 

lelang, dan membuat risalah lelang yang terdiri dari minuta risalah lelang, 

salinan risalah lelang, kutipan risalah lelang dan grosse risalah lelang. Risalah 

lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang 

yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. 
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V. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang telah dilakukan pada Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember mengenai prosedur pelaksanaan 

penyelesaian kredit macet melalui lelang hak tanggungan. Dapat disimpulkan 

bahwa prosedur pelaksanaan lelang saat ini dilakukan dengan 2 cara yaitu secara 

online melalui internet dan secara offline dengan datang ke lokasi tempat 

diadakannya lelang hak tanggungan secara konvensional. 

1. Prosedur Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terdiri atas 3 prosedur yaitu  

Prosedur Pra Lelang (Penjual Mengajukan Surat Permohonan Lelang, 

Penandatanganan kerjasama (MOU/SPK), Penerimaan Dokumen, Pengecekan 

Aspek Hukum (LEGAL), Peninjauan dan Pemasaran Aset, Penetapan Lelang 

oleh pihak KPKNL, Pengumuman lelang oleh penjual, Peserta lelang 

menyetorkan uang jaminan kepada bendahara penerimaan), Prosedur 

Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Penyerahan harga limit, 

Penawaran terbuka dengan mengangkat nomor peserta,Penentuan pemenang 

lelang,Pengikatan pemenang lelang dengan Surat Pengikatan Pemenang Lelang 

(SPPL)), Prosedur Pasca Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Pembayaran 

(payment), Penyerahan obyek lelang, Penyelesaian berita acara lelang). 

2. Selama pelaksanaan magang, penulis juga membantu kegiatan administrasi 

Lelang Eksekusi Hak Tanggungan antara lain mencatat surat masuk, menyusun 

dan menjilid risalah dan Salinan risalah lelang, mencatat agenda lelang pada 

buku besar, membantu mengisi kepala risalah lelang, membantu pengisian 

nomor risalah lelang, Membuat pengumuman lelang online. 
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Lampiran 1 Surat Permohonan Tempat Magang 
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Lampiran 2 Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3 Daftar Hadir Peserta Praktek kerja Nyata 
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Lampiran 4 Persetujuan Penyusunan Laporan PKN 
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Lampiran 5 Kartu Konsultasi 
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Lampiran 6 Permohonan Nilai PKN 
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Lampiran 7 Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) 
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Lampiran 8 Sertifikat Telah Selesai Magang 
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Lampiran 9 Surat Permohonan Lelang 
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Lampiran 10 Surat Peringatan I 
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Lampiran 11 Surat Peringatan II 
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Lampiran 12 Surat Peringatan III 
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Lampiran 13 Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas 
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Lampiran 14 Surat Penetapan Lelang 
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Lampiran 15 Surat Pemberitahuan Lelang 
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Lampiran 16 Pengumuman Lelang 
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Lampiran 17 Surat Setoran Pajak (SSP) 
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Lampiran 18 Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang 
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